Lampiran 1. Contoh Konsep Peraturan Gubernur ttg SOTK Sekretariat (bila merupakan unit struktural dibawah Dinas PU/PSDA Provinsi).

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI.....................................
NOMOR :

...........................

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT DEWAN SUMBER DAYA AIR 

PROVINSI ......................

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI ...................
	Menimbang:
	bahwa berdasarkan ketentuan pasal ....Peraturan Daerah No ....tahun ....... tentang  Organisasi Perangkat daerah dan pasal ..............Keputusan Gubernur Nomor ......tahun ...... tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, perlu menetapkan Peraturan Gubernur

	Mengingat

Menetapkan:
	1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1998. 

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan

5. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara

6. Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008.

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

8. Undang-Undang Nomor ......tentang Pemerintahan Provinsi  ...................................


9. Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

10. Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

11. Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah.

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

14. Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air

15. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air.

16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum NO 04/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pembentukan Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi, Kabupaten/Kota dan Wilayah Sungai.

17.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

18. Peraturan Daerah Nomor ..............tahun ......... tentang Organisasi Perangkat Daerah.

19. Peraturan Gubernur No. ........Tahun ........ tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum/PSDA/KImpraswil
MEMUTUSKAN

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI..............

BAB I

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi ............................
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah  sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi............
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi...............
5. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi ......................................

6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi......................

7. Biro Organisasi dan Tatalaksana yang selanjutnya disebut Biro Ortala adalah Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah.

8. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum/PSDA/Kimprawil*) Provinsi ........................
9. Sekretaris harian adalah Kepala Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Provinsi...........
10. Dewan Sumber Daya Air Provinsi  yang selanjutnya disebut DSDA-P adalah Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi .....................................
BAB II

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Sekretariat Dewan Sumber daya air Provinsi yang selanjutnya disebut DSDA-P

(2) (Sekretariat sebagaimana disebut dalam ayat (1) berlokasi di Kantor Dinas Pekerjaan Umum/Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air *) atau ditempat lain yang ditetapkan sesuai kebutuhan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

(1) Sekretariat Dewan SDA-P merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pekerjaan Umum/PSDA/Kimpraswil*) dalam melaksanakan kesekretariatan Dewan SDA-P

(2) Sekretariat Dewan SDA-P dipimpin oleh Sekretaris, yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah Gubernur selaku Ketua Dewan SDA-P melalui Kepala Dinas selaku Ketua Harian  DSDA-P

Pasal 4

(1) Sekretariat Dewan SDA-P mempunyai tugas mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DSDA-P.

(2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) Sekretariat Dewan SDA-P mempunyai fungsi :

a. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Dewan SDA-P

b. Pelaksanaan DPA Sekertariat Dewan SDA-P

c. Pelayanan adminsitrasi anggota Dewan.

d. Pelayanan fasilitasi pemilihan calon anggota Dewan unsur non pemerintah untuk periode 5(lima) tahun berikutnya.

e. Penyediaan sarana dan prasarana pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan.

f. Pemberian/penyiapan dukungan teknis dalam  penyusunan program kerja Dewan.

g. Fasilitasi penyediaan tenaga ahli/pakar/nara sumber untuk membantu tugas dan fungsi DSDAA-P.

h. Tindak lanjut laporan permasalahan pengelolaan sumber daya air yang terjadi di provinsi ....................*).

i. Pelayanan data dan informasi untuk mendukung tugas Dewan.

j. Fasilitasi hubungan kerja DSDA_P dengan pihak lain

k. Pelaksanaan adminitrasi kepegawaian, keuangan, dan kerumah tanggaan Sekretariat Dewan
BAB IV
ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan organisasi Sekretariat DSDA-P terdiri dari :

a. Sekretaris

b. Subbagian Tata Usaha

c. Seksi Program

d. Seksi Persidangan, data dan informasi.

e. Kelompok jabatan fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi Sekretariat Dewan SDA-P tersebut dalam Lampiran 1 Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Sekretaris

Pasal 6.

Sekretaris mempunyai tugas :

a. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan SDA-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian dan Seksi, serta kelompok jabatan fungsional.

c. Melaksakan hubungan kerja dengan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) khususnya yang tergabung dalam anggota Dewan SDA-P unsur pemerintah provinsi.........*) dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat Dewan SDA-P

d. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan SDA-P kepada Gubernur selaku Ketua Dewan SDA-P melalui Kepala Dinas PU selaku Ketua Harian DSDA-P.
Bagian ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

(1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja staf dalam pelaksanaan adminsitrasi Sekretariat Dewan SDA-P

(2) Subaggian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris

(3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

a. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Dewan SDA-P

b. melaksanaan DPA Sekertariat Dewan SDA-P

c. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan DPA Sekretariat Dewan SDA-P

d. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang.

e. Melaksanakan kegiatan kerumah tanggaan, surat menyurat dan kearsipan.

f. Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja kantor.

g. Memelihara keamanan, ketertiban, keindahan dan kebersihan kantor dan lingkungan kantor.

h. Melakukan pelayanan adminsitrasi dan keuangan anggota Dewan SDA-P

i. Mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Sekretariat Dewan.

j. Menyiapkan bahan laporan Sekretariat Dewan SDA-P yang terkait dengan tugas Subbagian Tata Usaha

Bagian keempat

Seksi Program

Pasal 8

(1) Seksi Program merupakan Satuan Kerja lini Sekretariat Dewan SDA-P.

(2) Seksi Program dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(3) Seksi Program mempunyai tugas :

a. Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sesuai dengan lingkup tugasnya.

b. Melaksanakan DPA sesuai dengan lingkup tugasnya.

c. Menyiapkan bahan-bahan substansi yang akan dibahas oleh Tim Kerja/Panita Kerja, Dewan SDA-P.

d. Menyiapkan kerangka acuan kerja untuk pengadaan tenaga ahli/nara sumber yang diperlukan oleh Dewan SDA-P

e. menyiapkan pengadaan tenaga ahli/nara sumber yang diperlukan oleh Dewan SDA.

f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan oleh tenaga ahli/narasumber.

g. Menyiapkan dan melaksanakan proses pemilihan calon anggota DSDA-P unsur non pemerintah untuk periode mendatang.

h. Menyiapkan konsep analisis permasalah pengelolaan Sumber Daya Air di Provinsi ......................*).

i. Menyusun materi rapat-rapat Dewan dan Sidang-sidang Dewan SDA-P.
Bagian kelima

Seksi Persidangan, Data dan Informasi.

Pasal 9

(1) Seksi Persidangan, Data dan Informasi merupakan Satuan Kerja lini Sekretariat Dewan SDA-P.

(2) Seksi Persidangan, Data dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(3) Seksi Persidangan, Data dan Informasi mempunyai tugas :

a. Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sesuai dengan lingkup tugasnya.

b. Melaksanakan DPA sesuai dengan lingkup tugasnya.

c. Pelayanan persidangan Dewan SDA-P dan rapat-rapat Tim Kerja/Panitia Kerja Dewan SDA-P.

d. Penyediaan data dan informasi bagi anggota DSDA-P dan tenaga ahli/nara sumber/pakar,

e. Pelayanan dan penyebar luasan informasi kepada masyarakat dan anggota Dewan SDA-P

f. Fasilitasi hubungan kerja dengan pihak lain.
Bab V

ESELON
Pasal 10

(1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah Jabatan Struktural Eselon III.A.

(2) Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah jabatan Struktural Eselon IV.a.

(3) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan pasal 9 ayat (2) adalah Jabatan Struktural Eselon IV.A
Bab VI.

TATA KERJA
Pasal 11

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretariat wajib taat dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

(2) Sekretaris mengembangkan hubungan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan/atau instansi terkait dalam rangka meningkatkan koordinasi pengelolaan sumber daya air oleh Dewan SDA-P

Pasal 12

Sekretaris, Kepala Subag Tata Usaha dan Kepala Seksi dalam bekerja wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerjasama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan effisiensi.
Pasal 13

(1) Sekretaris, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi wajib memimpin, mengkoordinasikan, mengarahkan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing

(2) Sekretaris, Kasubagian, dan Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 14

(3) Sekretaris, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.
Pasal 15

(1) Sekretaris, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Pegawai Sekretariat wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas termasuk kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindak lanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 16

Sekretariat Daerah melalui Biro Ortala melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan terhadap Sekretariat Dewan sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan pelaporan Dinas.

Bab VII.

KEPEGAWAIAN

Pasal 17

(1) Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Dewan merupakan Pegawai Negeri Sipil Daerah.

(2) Pengelolan Kepegawaian, Sekretariat Dewan mendapat pembinaan dari Sekretaris daerah melalui BKD berkoordinasi dengan Biro Ortala dan Dinas PU/PSDA/Kimpraswil*) sebagai bagian dari pembinaan pegawai.
Bab VIII

KEUANGAN.

Pasal 18

(1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat dan belanja pelaksanaan tugas Dewan SDA-P dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bab IX

ASET

Pasal 19

(1) Aset yang digunakan oleh Sekretariat sebagai prasarana dan sarana kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.

(2) Pengelolaan aset atau prasarana kerja dan sarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang keuangan negara/daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaan barang miik negara/daerah.

Bab X

FORMASI JABATAN DAN STANDAR PERALATAN KERJA

Pasal 22

(1) Sekretaris dibantu 1(satu) orang Kepala Subbagian Tata Usaha, 1(satu) orang Kepala Seksi Penyusunan Program, dan 1(satu) orang Kepala Seksi Persidangan, Data dan Informasi sebagai bawahan langsung.

(2) Kepala Sub bagian Tata usaha dibantu sebanyak-banyaknya oleh 5 (lima) orang Pejabat fungsional umum atau fungsional tertentu sebagai bawahan langsung.

(3) Kepala Seksi Penyusunan Program dibantu sebanyak-banyaknya oleh 6 (enam) orang Pejabat fungsional umum atau pejabat fungsional tertentu sebagai bawahan langsung

(4) Kepala Seksi Persidangan Data, dan Informasi dibantu sebanyak-banyaknya oleh 6 (enam) orang Pejabat fungsional umum atau fungsional tertentu sebagai bawahan langsung

(5) Rincian formasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

(6) Rincian Formasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi acuan pengajuan kebutuhan pegawai Sekretariat Dewan.

Pasal 23

(1) Standar peralatan kerja minimal setiap jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

(2) Standar peralatan kerja minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan pengadaan peralatan kerja Sekretariat.

Bab XI

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal 24

(1) Sekretariat Dewan menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu berkaitan dengan Sekretariat kepada Gubernur selaku Ketua Dewan SDA-P melalui Kepala Dinas selaku Ketua Harian DSDA-P.

(2) Sekretariat Dewan menyiapkan laporan pelaksanaan tugas Dewan SDA-P berkala, semesteran, dan tahunan kepada Dewan SDA nasional

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi :

a. Kebutuhan, kekurangan dan kelebihan pegawai.

b. Keuangan dan kinerja

c. Kebutuhan, kekurangan dan kelebihan barang aau prasarana da sarana kerja.

d. Akuntabilitas dan 

e. Pelaksanaan kegiatan.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 antara lain meliputi:

a. Program dan pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan SDA-P.

b. Masalah-masalah dan hambatan yang dihadapi oleh Dewan SDA-P dan memerlukan keterlibatan Dewan SDA nasional.

c. Produk-produk hukum  yang perlu ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah maupun Pemerintah.
Bab XII

PENGAWASAN

Pasal 26

Pengawasan terhadap Sekretariat dilaksanakan oleh :

a. Lembaga negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara

b. Aparat pemeriksa internal pemerintah, dan

c. Inspektorat.

Bab XIII

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Provinsi........................*).
      Ditetapkan di .......................
      Pada tanggal.......................
GUBERNUR PROVINSI .........................,

                ...................
Diundangan di .......................
Pada tanggal :...........................

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI..................
.......................................

NIP...................................

BERITA DAERAH PROVINSI ..........................................NOMOR.................




Lampiran 1 Peraturan Gubernur Provinsi .................. 

Nomor :......................................
Tanggal......................................

Bagan Susunan Organisasi
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GUBERNUR PROVINSI..................................,

                                        ...................................
Lampiran 2 
Peraturan Gubernur Provinsi ..................
Nomor :......................................
Tanggal......................................

FORMASI JABATAN PADA SEKRETARIAT DEWAN SDA PROVINSI ..............................
	No
	Nama Jabatan
	Syarat Pendidikan
	Eselon
	Jumlah

	I
	Sekretaris
	S1 Teknik/Pertanian/Ilmu Sosial/Humaniora

Diklat Pimpinan Tingkat III

Diklat Managemen Strategis

Diklat Manajemen Perkantoran

Diklat Pengadaan Barang dan Jasa

Diklat Teknis Sumber Daya Air
	III-A
	1

	II
	Kepala Subag Tata Usaha
	S1 Ilmu Sosial/Humaniora

Dilat Pimpinan Tingkat IV

Diklat Adminstrasi Perkantoran

Diklat Adminsitrasi Kepegawaian

Diklat Pengadaan Barang dan Jasa
	IV-A
	

	
	1. Adminsitrasi umum
	DIII Administrasi umum

Diklat adminitrasi perkantoran

Diklat Kerasipan

Diklat Komputer
	
	1

	
	2. Pengadminsitrasian Kepegawaian
	DIII Adminsitrasi

Diklat Administrasi Kepegawaian

Diklat Kearsipan

Diklat Statistik

Diklat Komputer
	
	1

	
	3. Pengurus Rumah Tangga
	DIII Adminsitrasi

Diklat Bendaharawan Barang

Diklat Komputer

Diklat Pengadaan Barang dan Jasa


	
	1

	
	4. Pengelola Keuangan
	DIII Ekonomi

Diklat Bendaharawan

Diklat Akuntasi Pemerintahan

Diklat Komputer
	
	1

	
	5.Pembantu Bendaharawan
	DIII Akuntasi

Diklat Bendaharawan

Diklat Akuntasi Pemerintahan

Diklat Komputer


	
	1

	
	6. Caraka
	SLTA

Diklat Kearsipan
	
	1

	III
	Kepala Seksi Penyusunan Program
	S.1 Teknik/Pertanian/Sumber daya air.

Diklat Pimpinan Tingkat IV

Diklat Teknis Pengelalaan Sumber Daya Air

Diklat Komputer


	IV-A
	1

	
	1. Penyusunan bahan persidangan/rapat Dewan SDA-P
	S.1 Teknik/Peryanian/Sumber daya air

Diklat Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air

Diklat Komputer
	
	3

	
	2. Pembuatan analisa permasalahan SDA di povinsi
	S.1 Teknik/Pertanian/Sumber daya air

Diklat Teknik Pengelolaan Sumber daya air

Diklat Teknik Komputer
	
	2

	IV
	Kepala Seksi Persidangan, Data dan Informasi
	S-1 Ilmu Sosial/Humaniora/Informatika

Diklat Pimpinan Tingkat IV

Diklat penyelenggaraan persidangan/Rapat

Diklat Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air

Diklat data dan Informasi

Diklat Komputer
	IV-A
	1

	
	1. Pelaksana persidangan/rapat-rapat
	DIII Sosial

Diklat adminsitrasi persidangan

Diklat pembuatan minute of meeting

Diklat Komputer
	
	3

	
	2. Pelaksana data dan Informasi
	DIII Teknik Informatika/Komputer

Diklat data dan informasi

Diklat publikasi
	
	2

	
	
	Jumlah total
	
	20


GUBERNUR PROVINSI .........................................
                                         ................................
Lampiran 3 
Peraturan Gubernur Provinsi .................................
Nomor :......................................

Tanggal......................................

STANDAR PERALATAN KERJA PADA SEKRETARIAT DEWAN SDA 

	No
	Nama Jabatan
	Alat Kerja
	Jumlah

	I
	Sekretaris
	Minibus

Notebook

Desk top komputer

Printer

Telepon/Faximile

Filling Kabinet
	1. unit

1 unit

1 unit

1 unit

1 buah

2 buah

	II
	Kepala Subag Tata Usaha
	Desk top komputer

Printer

Telepon/Faximile

Filling Kabinet
	1 buah

1 buah

1 buah

2 buah

	
	1. Adminsitrasi umum
	Desk top komputer

Printer

Telepon/Faximile

Filling Kabinet
	1 buah

1 buah

1 buah

2 buah

	
	2. Pengadminsitrasian Kepegawaian
	Desk top komputer

Printer

Telepon/Faximile

Filling 
	1 buah

1 buah

1 buah

2 buah

	
	3. Pengurus Rumah Tangga
	Desk top komputer

Printer

Telepon/Faximile

Filling Kabinet
	1 buah

1 buah

1 buah

2 buah

	
	4. Pengelola Keuangan
	Desk top komputer

Printer

Telepon/Faximile

Filling Kabinet

Brankas
	1 buah

1 buah

1 buah

2 buah

	
	5.Pembantu Bendaharawan
	Desk top komputer

Printer

Telepon/Faximile

Filling kabinet
	1 buah

1 buah

1 buah

2 buah

	
	6. Caraka
	Sepeda motor
	1 buah

	III
	Kepala Seksi Penyusunan Program
	Notebook

Desk top komputer

Printer

Telepon/Faximile

Filling Kabinet
	1unit

1 unit

1 unit

1 unit

2 buah



	
	1. Penyusunan bahan persidangan/rapat Dewan SDA-P
	Notebook

Desk top komputer

Printer

Telepon/Faximile

Filling Kabinet
	1unit

1 unit

1 unit

1 unit

2 buah



	
	2. Pembuatan analisa permasalahan SDA di povinsi
	Notebook

Desk top komputer

Printer

Telepon/Faximile

Filling Kabinet
	1unit

1 unit

1 unit

1 unit

2 buah



	IV
	Kepala Seksi Persidangan, Data dan Informasi
	Notebook

Desk top komputer

Printer

Telepon/Faximile

Filling Kabinet

Komputer SISDA
	1unit

1 unit

1 unit

1 unit

2 buah

1 buah

	
	1. Pelaksana persidangan/rapat-rapat
	Notebook

Desk top komputer

Printer

Telepon/Faximile

Filling Kabinet

Wirelles 

Perekam suara
	1unit

1 unit

1 unit

1 unit

2 buah

2 unit

2 unit

	
	2. Pelaksana data dan Informasi
	Notebook

Desk top komputer

Printer

Telepon/Faximile

Filling Kabinet

LAN
	1unit

1 unit

1 unit

1 unit

2 buah

I unit.


GUBERNUR PROVINSI .............................,

                                         ............................
